
pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka 
dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah 
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja 
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2023; 

dalam untuk memastikan rangka bahwa b. 

BUPATI KARANGANYAR, 

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
perlu menyusun perencanaan tugas pelayanan publik 
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, 
dan kegiatan pembangunan; 

a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURANBUPATIKARANGANYAR 

NOMOR 74 TAHUN 2022 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

BIDANG SOSIAL BUDAYA TAHUN 2023 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWATENGAH 

SALIN AN 

Menimbang M enim bang

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 74 TAHUN 2022 

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

BIDANG SOSIAL BUDAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

: a. bahw a guna  m eningkatkan  k ese jah te raan  m asyarakat, 

perlu  m enyusun  p e rencanaan  tu g as pelayanan  publik  

Perangkat D aerah  yang  m em uat kebijakan, program , 

d an  keg iatan  pem bangunan ;

b. bahw a dalam  rangka  u n tu k  m em astikan  

pem bangunan  d aerah  yang berkelan ju tan , m aka  

d ib u tu h k a n  pedom an kegiatan  bagi Perangkat D aerah 

u n tu k  m elaksanakan  tugas d an  fungsinya;

c. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 142 

P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Republik Indonesia  

Nomor 86 T ahun  2017 ten tan g  T ata  C ara 

P erencanaan , Pengendalian  d an  Evaluasi 

P em bangunan  D aerah, T ata  C ara  E valuasi R ancangan 

P e ra tu ran  D aerah  ten tan g  R encana Pem bangunan  

Ja n g k a  Panjang D aerah  d an  R encana P em bangunan  

Ja n g k a  M enengah D aerah, se rta  T ata  C ara P erubahan  

R encana P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah, 

R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah  dan  

R encana Kerja Pem erin tah  D aerah, R encana Kerja 

Perangkat D aerah  d ite tapkan  dengan P e ra tu ran  

B upati;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

te rseb u t dalam  h u ru f  a, h u ru f  b, d an  h u ru f  c, perlu  

m ene tapkan  P e ra tu ran  B upati ten tang  R encana Kerja 

Perangkat D aerah  B idang Sosial B udaya T ahun  2023;



Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

TAHUN 2023. 

RENCANA KERJA 
SOSIAL BUDAYA 

MEMUTUSKAN: 
BUPATI TENTANG 
DAE RAH BI DANG 

PERATURAN 
PERANGKAT 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Menetapkan 

Mengingat M engingat 1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tang

P em bentukan  D aerah -daerah  K abupaten  dalam  

Lingkungan Provinsi Ja w a  Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia  T ahun  1950 Nomor 42);

2. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  

Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa  kali, te rak h ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 

ten tan g  C ipta Kerja (Lem baran N egara Republik 

Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);

3. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 86 

T ahun  2017 ten tan g  T a ta  C ara  Perencanaan , 

Pengendalian dan  E valuasi Pem bangunan  D aerah, 

T ata  C ara  E valuasi R ancangan P era tu ran  D aerah 

ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  Panjang 

D aerah dan  R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah 

D aerah, se rta  T ata  C ara  P eru b ah an  R encana 

Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah, R encana 

Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah dan  R encana 

Kerja Pem erin tah  D aerah (Berita Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN 

PERANGKAT 

TAHUN 2023.

BUPATI

DAERAH

TENTANG RENCANA 

BIDANG SOSIAL

KERJA

BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D aerah ada lah  K abupaten  K aranganyar.

2. B upati ada lah  B upati K aranganyar.



Pasal 3 

Renja Perangkat Daerah bidang sosial budaya tahun 2023 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

Pasal 2 

Renja Perangkat Daerah bidang sosial budaya tahun 2023, 

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) Tahun Anggaran. 

BAB II 

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja 

adalah dokumen rencana yang memuat program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran 

pembangunan. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran 

selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai 

tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

yang memimpin 

yang menjadi 

Dae rah Pemerin tahan penyelenggara 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 3. Pem erintah D aerah adalah  B upati sebagai u n su r  

penyelenggara Pem erin tahan  D aerah yang m em im pin 

p e laksanaan  u ru sa n  pem erin tahan  yang m enjadi 

kew enangan D aerah otonom.

4. Perangkat D aerah ad a lah  u n s u r  pem ban tu  B upati dan  

DPRD dalam  penyelenggaraan U rusan  Pem erin tahan  yang 

m enjadi kew enangan D aerah.

5. R encana Kerja yang  se lan ju tnya  d iseb u t dengan Renja 

adalah  dokum en ren can a  yang  m em uat program  dan  

kegiatan yang  d iperlukan  u n tu k  m encapai sa sa ran  

pem bangunan .

6. R encana Kerja Perangkat D aerah yang se lan ju tn y a  d isebu t 

dengan Renja Perangkat D aerah adalah  dokum en 

perencanaan  Perangkat D aerah u n tu k  periode 1 (satu) 

tah u n .

7. R encana Kerja dan  A nggaran S a tu an  Kerja Perangkat 

D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat dengan RKA SKPD 

adalah  dokum en p e ren can aan  dan  penganggaran  yang 

berisi ren can a  pen d ap a tan , ren can a  belan ja  program  dan  

kegiatan Perangkat D aerah se rta  ren c a n a  pem biayaan 

sebagai d a sa r  p en y u su n an  A nggaran P endapatan  dan  

B elanja D aerah.

8. T ahun  A nggaran adalah  ta h u n  p e lak san aan  anggaran  

selam a k u ru n  w aktu  12 (dua belas) bu lan , m ulai 

tanggal 1 J a n u a r i  dan  berakh ir tanggal 31 Desem ber.

BAB II

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat D aerah bidang sosial budaya  ta h u n  2023, 

m erupakan  dokum en p erencanaan  Perangkat D aerah u n tu k  

periode 1 (satu) T ahun  Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat D aerah b idang sosial budaya  ta h u n  2023 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 m em uat kebijakan, 

program  d an  kegiatan  pem bangunan  yang berfungsi sebagai 

pedom an Perangkat D aerah dalam  m enyusun  RKA SKPD.



Pasal 5 

(1) Renja Perangkat Daerah bidang sosial budaya tahun 2023 

terdiri atas Renja Perangkat Daerah tahun 2023 di 

Lingkungan Pemerin tah Daerah yang menangani bidang 

sosial budaya, sebagai berikut : 

a. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2023; 

b. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Kesehatan 

Tahun 2023; 

c. Lampiran III Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Tahun 2023; 

d. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Sosial 

Tahun 2023; 

e. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023; 

f. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Tahun 2023; 

g. Lampiran VII Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Tahun 2023; 

h. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Tahun 2023; 

i. Lampiran IX Rencana Kerja Badan Perencanaan, 
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023; 

j. Lampiran X Rencana Kerja Badan Keuangan 
Daerah Tahun 2023; 

k. Lampiran XI Rencana Kerja Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Tahun 2023; 

BABV 

BAB III 

BAB IV 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN LALU 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 
DAE RAH 

PE NUT UP 

BAB II 

Pasal 4 

Sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2023, adalah 
se bagai beriku t : 

BABI PENDAHULUAN 

BAB III 
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH 

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

S istem atika Renja Perangkat D aerah ta h u n  2023, adalah  

sebagai b e r ik u t :

BAB I PENDAHULUAN

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 5

(1) Renja Perangkat D aerah bidang sosial budaya  ta h u n  2023

terdiri a ta s  Renja Perangkat D aerah ta h u n  2023 di

Lingkungan Pem erin tah  D aerah yang m enangani bidang

sosial budaya, sebagai beriku t :

a. Lam piran I R encana Kerja D inas Pendidikan dan  

K ebudayaan T ahun  2023;

b. Lam piran II R encana Kerja D inas K esehatan 

T ahun  2023;

c. Lam piran III R encana Kerja S a tu an  Polisi Pam ong 

Praja T ahun  2023;

d. L am piran IV R encana Kerja D inas Sosial 

T ahun  2023;

e. Lam piran V R encana Kerja D inas Pem berdayaan 

Perem puan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

P enduduk  dan  K eluarga B erencana T ahun  2023;

f. Lam piran VI R encana Kerja D inas K ependudukan 

dan  P encata tan  Sipil T ahun  2023;

g. Lam piran VII R encana Kerja D inas Pem berdayaan 

M asyarakat dan  D esa T ahun  2023;

h. Lam piran VIII R encana Kerja D inas K earsipan dan  

P e rp u stak aan  T ahun  2023;

i. Lam piran IX R encana Kerja B adan  Perencanaan , 

Penelitian dan  Pengem bangan T ahun  2023;

j. Lam piran X R encana Kerja B adan K euangan 

D aerah T ahun  2023;

k. Lam piran XI R encana Kerja B adan Kepegawaian 

dan  Pengem bangan S um ber Daya M anusia 

T ahun  2023;



Salinan sesuai dengan aslinya 
~:::=:s::!~RETARIAT DAERAH 

EN KARANGANYAR 
~i.f\'\Dagian Hukum 

~·~ r---- - 

SUTARNO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 74 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 29 Juli 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

TTD 

JULIYATMONO 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 29 Juli 2022 
BUPATI KARANGANYAR, 

TTD 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalarn Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(2) Renja Perangkat Daerah bidang sosial budaya tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn 
Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pati ini. 

1. Larnpiran XII Rencana Kerja Inspektorat Daerah 
Tahun 2023; dan 

m. Larnpiran XIII Rencana Kerja Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Tahun 2023. 

1. Lam piran XII R encana Kerja In spek to ra t D aerah

T ahun  2023; dan

m. Lam piran XIII R encana Kerja B adan  K esatuan  

B angsa  dan  Politik T ahun  2023.

(2) Renja Perangkat D aerah bidang sosial b udaya  ta h u n  2023 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) te rcan tu m  dalam  

Lam piran yang m eru p ak an  bagian  tidak  te rp isah k an  dari 

P era tu ran  B upati ini.

Pasal 6

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan  P e ra tu ran  B upati ini dengan penem patannya  

dalam  B erita  D aerah  K abupaten  K aranganyar.

D iundangkan  di K aranganyar 
p ad a  tanggal 29 Ju li 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 74

D itetapkan  di K aranganyar 
p ad a  tanggal 29 Ju li 2022 
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Salinan  sesua i dengan aslinya
agKRETARIAT DAERAH 
SOTjkTEN KARANGANYAR 
K ^ ^^ N ^ ag ian  H ukum
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